BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatlah kesimpulan sebagai berikut :
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1. Surat Teguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gorontalo dalam kurun
waktu 2007-2016. Kenaikan surat teguran sebesar 1 % akan
menurunkan pencairan tunggakan pajak sebesar 0,4079 persen
dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak di KPP Pratama Gorontalo dalam rentang waktu
2007-2016. Setiap kenaikan besaran surat paksa sebesar 1 % akan
meningkatkan pencairan tunggakan pajak sebesar 3,34 persen
dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Surat Teguran dan Surat Paksa secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak selama tahun 2007-
2016 berdasarkan uji simultan dengan Fhiung 7,88 > Frabel 4,74.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya diketahui
bahwa nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati
adalah sebesar 0,6924. Nilai ini berarti bahwa sebesar 69,24%
perubahan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Gorontalo

yang diamati selama tahun 2007-2016 dipengaruhi oleh tingkat surat
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teguran dan surat paksa, sedangkan sisanya sebesar 30,76%

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
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5.2 Saran
Beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1. Perlunya sinkronisasi program untuk menggenjot penerimaaan
perpajakan di KPP Pratama Gorontalo.

2. Bagi pemerintah, lebih diperlukan kerjasama antara fiskus dan
Wajib Pajak seperti memberikan penyuluhan dan sosialisasi di
bidang penagihan pajakkhususnya kepada Wajib Pajak yang
menunggakkan pajaknya agar Wajib Pajak patuh dan tepat waktu
dalam membayarkan pajaknya.

3. Bagi pemerintah, sebaiknya DirektoratJendral Pajak khususnya
Seksi Penagihan selalu berusaha menghasilkan strategi-strategi
baru yang lebih baik berkaitan dengan pelaksanaan penagihan
pajak agar kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir,
seperti memperbaruhi dan mengecek alamat Wajib Pajak setiap
tahunnya untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang alamatnya tidak
ditemukan atau telah pindah rumah tetapi alamatnya belum diganti.

4. Bagi peneliti selanjutnya, periode waktu dan ruang lingkup berbeda
dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda pula serta peneliti
selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain diluar
variabel agar memperoleh hasil yang beraneka ragam untuk
memperdalam teori yang ada , contohnya variable penyitaan ,

pelelangan ,penyanderaan , dll
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